Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NG 2 Telp 432338 - 432330 - 432364 - 412070 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 800/Kep.1720-Bagor/ 2022

TENTANG
PETA JABATAN

D1 LINGKLUNGAN PEMERINTAF KOTA BANDLUNC

WALI KOTA BANDUNG,

a. hahwa Peta Jabatan telah ditetapkan dengan Keputusan

Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.463-BKPP/2020
tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota
Bandung, namun dalam perkembangannya terjadi
penvederhanaan strukiur  organisasi, schingga
Keputusan Wali Ko termaksud perlu disesunikan
untuk kemudian di tetapkan kembli;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  scbagaimana

dimaksud dalam huruf &, perhi menetapkan Keputusan
Wali Kotz tentang Peia Jabatan di  Lingkungan
Pemerintah Kota Bandung;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-dacrah  Kota Besar  dalam
Lingkunzan Propinsi Diawa Timur, Djawa Tengah, Diawa
Barat don Dalam Dacrah Istimewa Jogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesin Tahun 1950 Nomaor 45)
sehagnimana  telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomar 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 [Republik
Indonesin Duhulu)  tentang Pembentukan  Kota-kots
Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara
Republik Indonesin Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembarun Negara Republik Indonesia Nomor 5515

2. Undang-Undang ...



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatuir
Sipil Negara (Lembaran Negars Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5404,

J. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan  Daerah  {Lembaron Negara  Republik
Indunesin Tabkun 2014 Nomor 244, Tumbahan Lembaran
Negitra Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
teluh beberapa kali diubabh terakhir dengaen Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 wentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573),

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomar 11 Tahun
2020 1entang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daersh  (Lembaran  Negara Republik
Indonesin  Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negarn Republik Indonesin Nomor 5888)
stbagaimuna diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daecreh [Lembiaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor [87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 6402);

B, Peraturan ...



£,

10.

Peraturan Pemeriritah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manujemen Pegawsai Neperi Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana diubal dengan Persturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahur 2017 tentang
Manajemen Pegawsi Negen Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Talwun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477},
Peraturan Menteri Pendoavagunasn Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negen
Sigl di Lingkungan Instans: Pemenntah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
Peraturan Mentern Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor | Tahun 2020 tentang
Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
26);

Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Apamiur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tenlang
Penvederhanaan Struktur Organisast pada  [Instansi
Pemerintah untuk Penyederbanaan Birokras: (Beriia
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

1 1. Peraturan ...



Menetapkan
KESATU
KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

1 1. Peraturan Dacrah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkal Daerah
Kota Bandung (Lembaran Daerah Kotn Bandung Tahun
2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Deaerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021
teritang Perubahan Atas Peraturan Daerah  Kota
Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah  Kota  Bandung
(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Peta  Jabstan sebagaimana  dimaksud  dalam  Diktum
KESATU adalah:

& susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal
maupun horizontal menurut  struktur  kewenangan,
tugas dan tangeung jawab jabatin serta persyaratan
Jabatan;

b. menggambarkan secluruh jabatan vang ada  dun
kedudukannya dalam unit kerja: dan

e, digunakan =cbagai bahan  dalam  melaksanakan
penyusunan  kebutuhan  Aparatur  Sipil  Negara,
pengangkatan dan penetapan pegawai dulam jabatan.

Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam  Diktum

KESATU tereantum dalam Lampiran yatig merapakan

bagan tidak terpisithkan dan Keputusan Wali Kow ini,

Keputusan Wali Kota Bandung Nomor B00/KepA63-

BKPP/2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah

RKota Bandung, dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.

KELIMA ...



KELIMA : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotn
Bandung,.

KEENAM © Keputusan Wali Kota ini mulai berlsku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tangeal 7 Juh 2022
WALl KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Ealimm sesual dengan aslinva

f fingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Sahnan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1.
= 2
3.
4.
3.
6.
7.
B.
9.
10,
11,
12,
13.

Gubemur Jawa Barat;

Wakil Wal: Kota Bandung:

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

Forum Komunikas: Pimpinan Doerah Kotn Bandung;

Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Dacrah Kota Bandung;
Inspekiur Kota Bandung;

Sekreturis Dewan Perwakilun Rukyat Daerah Kota Banduinp:

Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemeriniah Kota Bandung;
Kepala Satuan Polisi Pamang Praja Kota Bandung;

Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
Para Direktur Utama Perusshaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
Para Camat se-Kota Bandung,

Para Lurah se-Kota Bandung.



LAMPIRAN (SALINAN KEPUTUSAN WAL KOTA BANDUNG
NOMOR  : BOO/Kep 1720-Bagor2022
TAN L 07 Jull

p

o

e e—

L




PETA JABATAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH




PETA JABATAN INSPEKTORAT DAERAH










PETA JABATAN DINAS KESEHATAN
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PETA JABATAN RSUD KOTA BANDUNG
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PETA JABATAN RSUD BANDUNG KIWARI







FETA JABATAN DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG




PETA JABATAN DINAS PERUMARAN DAN KAWASAN FERMUKIMAN




PETA JABATAN DINAS SOSIAL




PETA JABATAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
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PETA JABATAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN




PETA JABATAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK




PETA JABATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUPF HOTA BANDUNG




PETA JABATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
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PETA JABATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA




PETA JABATAN DINAS PERHUBUNGAN




PETA JABATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA




PETA JABATAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH




PETA JABATAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN




PETA JABATAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




PETA JABATAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
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PETA JABATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA




PETA JABATAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
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PETA JABATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA




PETA JABATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN




PETA JABATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
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PETA JABATAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH




PETA JABATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH




PETA JABATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ﬂ

. Tl TOM
M.

(i

I
:
I

1 iiu'-_..u{n % | R el SFE S

i | Te!
T x| e e LY 1 2]




HIONV NVLVIAVO3X NVLVEVI vi3d



PETA JABATAN KECAMATAN ANTAPANI
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PETA JABATAN KECAMATAN BANDUNG WETAN
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PETA JABATAN KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL
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PETA JABATAN KECAMATAN MANDALAJATI
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